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Pendokumentasian Daftar Informasi Publik yang

Nama SOP dikecualikan

Dasar hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

1. Pegawai yang memahami prosedur pendokumentasian daftar informasi publik
yang dikecualikan
2. Pegawai yang menguasai pelayanan informasi publik

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

a. SOP Pelayanan Informasi Publik

1. Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan
2. Softcopy permohonan dan keberatan informasi
3. Perangkat Keras (Laptop, Printer, dan ATK)

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Daftar Informasi Publik tidak dimutakhirkan, maka akan menimbulkan tidak
efektifnya pelayanan informasi.

Softcopy Daftar Informasi Publik yang dikecualikan



http://kepeg.auk.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/12/UU-5-2014-ASN.pdf

Pelaksana Mutu Baku
No KEGIATAN Ket
PPID PPID Petugas PPID Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana
Daftar Informasi Publlik yang 60 menit Daftar Informasi Publik
Menghasilkan dan dikecualikan yang sudah diupdate yang dikecualikan
1. | menyimpan informasi yang Mulai
dikecualikan pada masing-
masing bidang
5 Melakukan pendataan Daftar Informasi Publlik yang 60 menit Softcopy DIP yang
informasi public yang < dikecualikan yang sudah diupdate dikecualikan
dikecualikan
Softcopy DIP yang dikecualikan 60 menit Softcopy DIP yang
Menyimpan data informasi dikecualikan
3. | publik melalui softcopy <
Informasi  Publik  yang
dikecualikan




